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ABSTRAK

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sedikit berbeda dengan perceraian
masyarakat pada umumnya. Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih
dahulu dari atasan untuk dapat melakukan perceraian, sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990. Namun, masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang
mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan tanpa memiliki surat izin dari
atasannya, di antaranya adalah putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor
239/Pdt.G/2021/PA.Bn. Dalam putusan perceraian tersebut, hakim mengabulkan
permohonan cerai talak Pegawai Negeri Sipil yang tidak tuntas melalui proses
administrasi, yaitu meminta izin dari atasannya. Ketika Pemohon meminta izin
dari atasannya, atasan tersebut menolak untuk memberikan izin terhadap
Pemohon, sehingga mengambil jalan alternatif dengan membuat surat pernyataan
bermaterai tentang kesediaannya menanggung segala resiko atas gugatan cerai
yang diajukan tanpa adanya izin atasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur izin atasan Pegawai
Negeri Sipil terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor
239/Pdt.G/2021/PA.Bn, serta menganalisis putusan Pengadilan Agama Bengkulu
Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin
atasan dengan menggunakan teori maslakah mursalah. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) yakni
dengan menggunakan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor
239/Pdt.G/2021/PA.Bn. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
yang bersifat deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin atasan diperlukan agar atasan
dapat memediasi masalah rumah tangga Pegawai Negeri Sipil dan mencegah
dampak negatif terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Namun, dalam kasus ini,
atasan menolak memberikan izin tanpa melakukan mediasi terlebih dahulu,
melanggar prosedur yang ditetapkan. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu
Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn menunjukkan bahwa hakim mengabulkan
perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan dengan mempertimbangkan
prinsip maslahah mursalah yang fokus pada pemeliharaan jiwa dan perlindungan
hak-hak Termohon dan anak-anak pasca perceraian. Meskipun Pegawai Negeri
Sipil telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko, hakim
berpendapat bahwa izin atasan hanya merupakan syarat administratif dan bukan
alasan yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai di pengadilan.

Kata Kunci: Pegawai negeri sipil, izin atasan, maslakah mursalah, dan putusan
Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.



ABSTRACT

Divorce for Civil Servants is slightly different from divorce for the general
public. Civil Servants must first obtain permission from their superiors to be able
to get a divorce, as regulated in Government Regulation Number 10 of 1983 in
conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990. However, there are
still Civil Servants who file for divorce in Court without having a permit from
their superiors. One of them is the decision of the Bengkulu Religious Court
Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn. In the divorce decision, the judge granted the
divorce petition of a Civil Servant who did not complete the administrative
process, namely requesting permission from his superior. When the Applicant
requested permission from his superior, the superior refused to grant permission to
the Applicant, so he took an alternative route by making a stamped statement
about his willingness to bear all the risks of the divorce petition filed without the
superior's permission.

This research aims to analyze the the procedure for permission from
superiors of Civil Servants in Bengkulu Religious Court Decision Number
239/Pdt.G/2021/PA.Bn, as well as to analyze Bengkulu Religious Court Decision
Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn regarding divorce of Civil Servants without
permission from superiors using maslahah mursalah theory. The method used in
this research is library research, using the Decision of the Bengkulu Religious
Court Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn. This research uses a normative juridical
approach that is descriptive-analytic.

The results show that the supervisor's permission is required so that the
supervisor can mediate the civil servant's domestic problems and prevent negative
impacts on the civil servant's performance. However, in this case, the superior
refused to grant permission without conducting mediation first, violating
established procedures. The decision of the Bengkulu Religious Court Number
239/Pdt.G/2021/PA.Bn shows that the judge granted the divorce of the civil
servant without the permission of the superior by considering the principle of
maslahah mursalah which focuses on the preservation of the soul and protection
of the rights of the Respondent and children after the divorce. Although the civil
servant had made a statement of willingness to bear the risk, the judge was of the
opinion that the superior's permission was only an administrative requirement and
not a valid reason for civil servants who wanted to divorce in court.

Keywords: civil servants, divorce permit, maslakzah mursalah, and the decision
of the Bengkulu Religious Court Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.
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MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar ”

(Qs. Ar-Rum:60)

’

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan’

(Qs. Al-Insyirah:6)

“Membaca adalah kunci kesuksesan dalam menjalani hidup ™

(Mansur)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa
kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”
(Ridwan Kamil)

“Jangan sesali apa yang sudah terjadi, biarkan saja bagaimana itu terjadi.

Sekarang tinggal bagaimana kamu bisa melanjutkan semuanya”

(Willy)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa yang lain.

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi

ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan

Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
D) Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
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B.

C.

o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
Lk Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

s Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

S Kaf K Ka

J Lam L ‘el

N Mim M ‘em

O Nun N ‘en

5 Waw w w

° Ha’ H Ha

e Hamzah ‘ Apostrof

¢ Ya’ Y Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah

8admi4 ditulis muta’addidah
S ditulis ‘iddah
Ta’> Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
dass ditulis hikmah




e ditulis ‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h

RRENERES ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbatah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammah, maka ditulis t atau h

kil 585 Ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis A
2. Kasrah ditulis |
3. Dammah ditulis U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif a
1. ditulis
Ol Istihsan
Fathah + ya’ mati a
2. ; ditulis
] Unsa
Kasrah + ya’ mati 1
3. ditulis
& shd) al- ‘Alwani




Dammah + wawu mati a
4. ditulis
asle ‘Ultim
Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ai
1. ditulis
pR e Gairihim
Fathah + wawu mati au
2. ditulis
Js# Qau

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
S5 oY Ditulis la’in syakartum

Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

o)l Ditulis

al-Qur’an

obaal) Ditulis

al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya

PRI Ditulis

ar-Risalah

P Ditulis

an-Nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Xi




Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

sl dal Ditulis Ahl ar-Ra’yi

eluall Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadits, lafaz, shalat, zakat
dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

Oa ¢ Lllael el o g Lanadil 5 58 (pa dlily 3 gmi 5 ¢ o _jfaiad g dbaaind 5 odand o) 2aa ) ()
el g e Al el 38 Y oan 5 A W) Al Y ) agls ¢ 4l oala D Jliay (g s ¢ Al Jme Dl Al 02gg
ey Ll Cpmaal dnal gall e 5 a2 Lo e dia aglll g ) g sue Jazas G
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam berumah tangga tidaklah terlepas dari konflik dan permasalahan
yang sering timbul di antara suami dan istri. Beberapa konflik bahkan dapat
menyebabkan ketidakharmonisan yang kemungkinan besar memicu terjadinya
perceraian.! Putusnya ikatan perkawinan dapat diakui oleh hukum akibat
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.?

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sedikit berbeda dengan perceraian
masyarakat pada umumnya. Perbedaannya terletak pada surat izin atasan yang
harus dipenuhi jika seorang Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian di
Pengadilan Agama, karena Pegawai Negeri Sipil terikat dengan aturan terkait
kepegawaian yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang lzin Perkawinan dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil >

! Iqyan Zulva Fahurrochman and others, "Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian
Dalam Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat”, Proceedings UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, Vol 3 No. 3, 2021, him 325.

2 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

® Denni Herdiansyah et al., “Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian Pegawai negeri sipil
Pada Putusan Pengadilan Agama No0.2059/Pdt.G/2019/Pa.Lpk Perspektif Advokat Kota Medan”,
Jurnal Preferensi Hukum, Vol 4 No. 3, 2023, him 311.



Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai tanpa adanya izin dari atasannya
menjadi suatu masalah disebabkan bertentangan dengan undang-undang dan
peraturan yang berlaku di Indonesia. Saat seseorang menjadi Pegawai Negeri
Sipil, ia memiliki peran sebagai bagian dari aparatur negara dan abdi masyarakat.
Mereka diharapkan menjadi contoh yang baik dalam perilaku, tindakan, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menjalankan
tanggungjawab rumah tangga mereka.*

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan izin terlebih
dahulu kepada atasannya untuk melakukan tindakan perceraian. Kemudian atasan
yang menerima permintaan izin tersebut akan mengevaluasi alasan yang diajukan
oleh Pegawai Negeri Sipil, dan memberikan izin jika telah sesuai syarat yang
telah diatur.” Berdasarkan aturan tersebut, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak
mendapatkan izin dari atasannya, maka mereka tidak diperbolehkan untuk
melaksanakan perceraian.

Melakukan perceraian tanpa izin dari atasan khusus Pegawai Negeri Sipil
merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dan dapat berakibat

pada sanksi disiplin, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

* M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, and Armasito Armasito, “Putusan Cerai Gugat
Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif
maslahah,” Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6 No. 2, 2022, him 138.

> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Ayat 1.



Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mulai dari
penurunan pangkat sampai dengan pemberhentian tidak hormat® Hal ini
dikarenakan Pegawai Negeri Sipil memiliki tanggungjawab untuk menjaga citra
dan integritas institusi pemerintah, sehingga harus mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan. Dengan harapan, Pegawai Negeri Sipil dapat bertindak sesuai
peraturan yang dibuat oleh pemerintah, walaupun pada kenyataannya masih
banyak Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan tersebut dengan
mengajukan gugatan tanpa izin atasannya.

Berdasarkan realita dalam praktik di Pengadilan Agama menunjukkan
bahwa hakim akan tetap memeriksa dan mengadili permohonan cerai, serta
mengeluarkan putusan meskipun Pemohon tidak menyertakan surat keterangan
izin cerai dari atasannya. Namun, jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi, seperti
surat keterangan izin dari atasan, hakim memiliki kewenangan bisa menolak
memeriksa perkara dan tidak memberikan putusan cerai dengan menyatakan
bahwa permohonan Pemohon cacat bersyarat.’

Pengadilan Agama Bengkulu dalam 3 tahun terakhir, perkara perceraian
paling banyak terdapat pada tahun 2021 sebanyak 982 perkara, sebagian dari

putusan tersebut ada sekitar 49 perkara perceraian yang dilakukan oleh Pegawai

® Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pasal 7 ayat 4.

” Abdur Rahman Adi Saputera, “Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil
(Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo),” Istinbath : Jurnal Hukum, Vol 15
No. 2, 2019, him 10.



Negeri sipil. Sebanyak 37 perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil yang memiliki
surat izin dari atasan dan 12 perkara yang tidak memiliki surat izin dari atasan.®

Penyusun menemukan suatu kasus masalah perceraian di kalangan
Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang
menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atasan, tidak sesuai dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu
Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn. Dalam putusan perceraian tersebut, Pemohon pria
yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil mengajukan perceraian ke
pengadilan tidak tuntas melalui proses administrasi, yaitu meminta izin dari
atasannya. Ketika Pemohon meminta izin dari atasannya, atasan tersebut menolak
untuk memberikan izin terhadap Pemohon, sehingga mengambil jalan alternatif
dengan membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaannya menanggung
segala resiko atas gugatan cerai yang diajukan tanpa adanya izin atasan.

Oleh karena itu, penyusun merasa perlu mengangkat permasalahan ini
menjadi objek penelitian tentang analisis terhadap perceraian Pegawai Negeri
Sipil tanpa izin atasan (Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor
239/Pdt.G/2021/PA.Bn) perspektif maslakzah mursalah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

8 https://putusan3.mahkamahagung.qgo.id/direktori/index/pengadilan/pa-

bengkulu/kategori/perceraian.html diakses pada 5 November 2023.



https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bengkulu/kategori/perceraian.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bengkulu/kategori/perceraian.html

Bagaimana analisis prosedur izin atasan Pegawai Negeri Sipil
terhadap  putusan  Pengadilan Agama  Bengkulu  Nomor
239/Pdt.G/2021/PA.Bn?

Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan
Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang perceraian
Pegawai Negeri Sipil tanpa lIzin Atasan  perspektif maslakah

mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada

penelitian ini adalah :

1.

Menganalisis prosedur izin atasan Pegawai Negeri Sipil terhadap
putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.
Menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan
Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang perceraian

Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan perspektif maslazah mursalah.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi,
wawasan dan pengetahuan mengenai sumber hukum yang digunakan
oleh hakim dalam menetapkan perkara perceraian Pegawai Negeri
Sipil yang tidak memiliki izin atasan.

Secara praktis, dilakukannya penelitian ini adalah upaya untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya

mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus



perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan. Selain itu,
untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas
Syari‘ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam dan guna
memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka ini akan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana
yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh penelusuran
penyusun, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di
antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faiz Farhan dengan judul
“Perceraian Aparatur Sipil Negara tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/PDT.G/2016/PA.Srg” pada tahun 2021.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membahas
mengenai alasan hakim dalam mengabulkan putusan perceraian ASN tanpa izin
atasan dan pertimbangan hukum yang digunakannya dalam mengabulkan putusan
tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah alasan hakim Pengadilan Agama Serang
dalam mengabulkan perkara tersebut dikarenakan alasan yang diajukan oleh
Pemohon dapat diterima sebagai alasan perceraian yang sah sebagaimana diatur
dalam hukum positif negara, dengan memandang bahwa aturan mengenai izin
atasan sebagai syarat perceraian ASN hanya merupakan syarat administratif dan
bukan hukum materiil yang harus dijadikan pedoman oleh hakim. Adapun

pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam



mengabulkan putusan tersebut ada dua jenis, yaitu hukum negara sebagai alasan
utama dan hukum agama sebagai alasan pendukungnya.® Teori yang digunakan
berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni penelitian ini
menggunakan teori hukum progresif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan
menggunakan teori atau perspektif maslazah mursalah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Figri Tanjung yang berjudul “Perceraian
Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Kota Padang Sidempuan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk)” pada tahun 2022.
Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum
hakim pada putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk tentang izin bercerai dari
atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan pendekatan yuridis
empiris. Hasil dari penelitian ini bahwasannya putusan tersebut sudah tepat dalam
hal pembuktian dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan formil. Penelitian ini
juga mengemukakan bahwa hakim tidak menekankan harus memiliki surat izin
dari instansi para pihak dan surat izin tersebut hanya sebagai syarat administrasi

dan tidak termasuk syarat formil.*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
Figri Tanjung berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya.
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Azizul Hakim yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam No. 45 Tahun 1990 (Studi analisis Pasal 3 Ayat 1 Tentang

® Muhammad Faiz Farhan, “Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa 1zin Atasan (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/PDT.G/2016/PA.Srg)”, skripsi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2021.

10 Figri Tanjung, “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk)”, skripsi UIN
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022.



Kewajiban Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)” pada tahun 2022.
Penelitian ini hanya fokus pada prosedur perceraian pegawai negeri sipil yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta analisis tinjauan hukum Islam terhadap
prosedur perceraian pegawai negeri sipil tersebut. Dalam penelitian ini, prosedur
perceraian pegawai negeri sipil dijabarkan secara detail dan dianalisis dari sudut
pandang hukum positif. Selain itu, tinjauan hukum Islam terhadap prosedur
tersebut juga dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis
ternadap literatur dan fatwa dari ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
prosedur perceraian pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah No. 45
Tahun 1990 sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.**

Keempat, jurnal karya Ferdiana Arifin dan Indri Fogar Susilowati yang
berjudul  “Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/Pa.Clg tentang
Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil tanpa lzin dari Atasan di Pengadilan
Agama Cilegon” pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji mengenai
pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang
perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan
dan akibat hukum terkait penjatuhan putusan tersebut. Jurnal ini memaparkan
bahwa penyusun tidak setuju dengan putusan hakim tersebut. Pertimbangan hakim
sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan posisi

tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam

1 Azizul Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun
1990 (Studi Analisis Pasal 3 Ayat 1 Tentang Kewajiban Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil)” skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang lIzin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang
akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasannya. Akibat hukum
atas putusan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang bercerai akan mendapatkan
sanksi disiplin dari instansinya.'? Penelitian ini tidak menggunakan perspektif
maslazah mursalah.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syafiin Rizqullah dan
Imanuddin Abil Fida yang berjudul “Akibat Hukum Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun
1990~ pada tahun 2022. Penelitian ini hanya fokus membahas akibat dari
perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termaktub
dalam PP No 10 Tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 yang mana penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif yg telah disimpulkan. Hasil dari penelitian
ini bahwasannya Pegawai Negeri Sipil apabila hendak melangsungkan perceraian
sudah diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990, yakni
apabila Pegawai Negeri Sipil hendak melaksanakan perceraian, maka diharuskan
untuk memperoleh izin secara tertulis dari pejabat atasan. Selain itu Pegawali
Negeri Sipil apabila hendak melakukan perceraian maka hendaklah mereka
memberikan gaji kepada istri dan keturunannya. Apabila Pegawai Negeri Sipil

tidak melaporkan tentang hal tersebut dalam jangka waktu 1 tahun, maka ia akan

2 Ferdiana Arifin and Indri Fogar Susilowati, “Analisis Putusan Hakim Nomor
434/Pdt.G/2017/Pa.Clg Tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin dari Atasan
di Pengadilan Agama Cilegon,” Novum : Jurnal Hukum, 2023.
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mendapatkan sanksi yang berat sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 30 tahun 1983."

Terdapat perbedaan secara tegas antara beberapa penelitian di atas dengan
penelitian yang dilakukan. Perbedaan tersebut adalah terdapat pada teori atau
perspektif yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun sama-sama membahas
dan meneliti tentang izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerali,
namun penelitian ini lebih menekankan pembahasan mengenai analisis perceraian
Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan yang ditinjau dari perspektif maslakah
mursalah. Selain itu, objek putusan yang akan dianalisis dari Pengadilan Agama
yang berbeda-beda.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai metode istinbath hukum, kata maslakah biasanya dirangkai dengan kata
mursalah sehingga menjadi al-maslakzah al-mursalah atau biasa juga disebut
dengan istishlah."* Secara asal-usul bahasanya, kata maslakah diperoleh dari
bentuk kata salahu, yasluhu, salahan, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan
bermanfaat. Di dalam bahasa Indonesia, kata maslakah telah diserap menjadi
maslahat, begitu pula dengan kata manfaat dan faedah."> Sedangkan kata

mursalah secara etimologis berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, yang

3 Muhammad Syafiin Rizqullah and Imanuddin Abil Fida, “Akibat Hukum Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990,”
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No. 2, 2022.

% Mukhsin Nyak Umar, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan
Al- Maslakah Al-Mursalah), ed. Sri Suyanta (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2006), him 12.

1% Zaenol Hasan, “Teori maslahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),” Jurnal
Hukum Al Itmamy (Hukum Ekonomi Syariah), Vol 4 No. 2, 2022, him 67.
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dimaksud adalah manfaat atau faedah yang tidak diungkapkan atau disebutkan
dalam nash secara langsung.®

Jika dilihat dari tujuan syara’ dalam menetapkan suatu hukum terdapat tiga
tingkatan maslakah, yakni : 1) Maslakah Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang
keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, yang mana
kehidupan manusia sangat membutuhkan lima prinsip yakni agama, akal, jiwa,
keturunan, dan harta. 2) Maslakah Hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan
oleh kehidupan manusia dalam hal mengatasi atau memberi kemudahan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. 3) Maslakah Tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang
sifatnya melengkapi kemaslahatan sebelumnya, dalam artian kebutuhan yang
perlu dipenuhi untuk memberi keindahan bagi manusia.*’

Maslahah jika dilihat dari segi keberadaannya menurut syara’ dibagi
menjadi tiga macam, yakni : 1) Maslakah al-Mu tabaroh yaitu maslakah yang
telah diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk
mewujudkannya. 2) Maslakah al-Mulgah, yaitu sesuatu yang dianggap maslakah
oleh akal pikiran, namun dianggap palsu kana kenyataannya bertentangan dengan
ketentuan syariat. 3) Maslakah Mursalah yaitu maslakah yang dipandang baik

oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara’.'® Dengan demikian, maslakah ini

1 Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan
Pembaharuan Hukum Islam), ed. Maizuddin (Banda Aceh: Turats, 2017), him 142.

" Darmawati H, Ushul Figh, Cetakan | (Jakarta: Prenada media Group, 2019), him 71.

8 Zaenuddin Mansyur and Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Figh Dasar, Cetakan I,
(Mataram: Sanabil, 2020), him 56.
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dapat dijadikan suatu pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan
manusia dan menghindari kemudharatan.

Sebagai salah seorang pendukung maslakzah mursalah, Al-Ghazali secara
khusus menyebutkan syarat-syarat maslakah dapat digunakan, yaitu maslakah
sejalan dengan tindakan-tindakan syara’, maslakah tidak bertentangan dengan
nash syara', dan maslakah tersebut termasuk dalam kategori dharuri, baik
kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk
semua orang. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa
maslahah yang sifatnya hajjiyah dapat bersifat dharuri apabila menyangkut
semua orang.”

Menurut ilmuwan muslim yang beraliran mazhab Maliki, maslakah
mursalah merupakan suatu kaidah penetapan hukum yang tersendiri. Menurut
mazhab Maliki dalam menentukan hukum yang berasaskan maslazah mursalah
adalah dengan cara melihat kepada realita persoalan yang dihadapi oleh manusia.
Jika persoalan tersebut mengandung maslakzah dan tidak bertentangan dengan
dalil syara’, maka persoalan tersebut diharuskan walaupun tidak terdapat dalil
khusus yang menyatakan hukumnya atau yang boleh digiyaskan.?® Maslakah
mursalah ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang analisis
perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan yang ditinjau dari

perspektif maslakah mursalah.

¥ 1bid, him 63.

20 Muhammad Nazir Alias et al., “Perbezaan antara Maslahah Mursalah dengan Magasid
Syariah,” Journal of Education and Social Sciences, Vol 15, No. 1, 2020, him 100.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
pustaka (Library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan
memanfaatkan sumber bacaan seperti buku, catatan, serta laporan penelitian
dari penelitian sebelumnya.?* Tujuan penelitian pustaka ini yaitu untuk
memperoleh dan mengolah data dalam rangka mencari jawaban atas
penelitian yang sedang dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat berdasarkan sifatnya yaitu bersifat deskriptif
analitik yang bertujuan memaparkan dan mengklarifikasi secara objektif
data-data yang dikaji. Penyusun akan mendeskripsikan dan menguraikan
prosedur izin atasan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian,
serta penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan yang akan
dianalisis menggunakan pendekatan dan teori yang sesuai.

3.  Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif, yaitu serangkaian kegiatan yang mengkaji cara-cara dalam

menyelesaikan masalah, atau dapat dikatakan sebagai pendekatan yang

2! |gbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, ed. Khadafi
and Lolita, Cetakan | (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), him 11.
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mengandalkan hukum dan peraturan yang berlaku sebagai acuan dalam
penelitian ini.?
4. Sumber Penelitian
Pada intinya, tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengatasi masalah.
Suatu masalah dapat diselesaikan jika tersedia data yang tepat dan relevan.
Karena, tanpa adanya data yang akurat dan relevan, penelitian tidak dapat
berhasil dilakukan. Terdapat dua jenis data sebagai sumber dalam penelitian
ini, yakni data primer dan data sekunder.
a.  Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.
Data primer yang digunakan dan yang akan dikaji oleh penyusun
aalah dokumen putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor
239/Pdt.G/2021/PA.Bn.
b.  Sumber Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data
yang didapatkan di luar dari data primer.?® Adapun untuk data
sekunder atau data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini
bersumber dari buku, internet, skripsi, tesis, dan jurnal yang relevan

dengan fokus penelitian.

5.  Teknik Pengumpulan Data

?2 Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8, No. 03, 2022, him 2859.

28 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013), him 15.
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Teknik Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh penyusun
dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk memecahkan suatu
masalah penelitian.?* Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
penyusun untuk mendapatkan informasi adalah studi pustaka. Melalui
teknik tersebut, data primer bersumber dari putusan pengadilan, kemudian
ditunjang dengan data-data dalam hal ini melalui peraturan perundang-
undangan, buku, artikel, maupun internet yang dapat memberikan informasi
dalam penelitian ini, selanjutnya ditelaah secara mendalam sehingga dapat
mendukung serta menambah kepercayaan dan pembuktian terhadap suatu
kejadian.

6.  Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk
mengevaluasi informasi yang diperoleh, mengatur, memilah, serta
menjadikannya sebagai kesimpulan yang tersusun secara sistematis dan
bermakna.”® Oleh karena itu, setelah data terkumpul, data tersebut akan
dianalisis menggunakan pendekatan yuridis dengan menggabungkan data
yang telah diperoleh dengan ketentuan hukum yang relevan terkait masalah
yang dibahas. Selanjutnya, kesimpulan akan dihasilkan secara deskriptif
dengan  menjelaskan  atau  menggambarkan  kesimpulan  dari

permasalahan tersebut.

2% Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan | (Yogyakarta: SUKA-
Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), him 67.

? Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, ed. Upu Hamzah, Cetakan | (Bandung:
Pustaka Ramadhan, 2017), him 1.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pemahaman secara umum
kepada pembaca dari penelitian ini, maka penyusun membuat sistematika bahasan
sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengawali pembahasan
meliputi latar belakang berupa alasan penting penelitian ini dilakukan, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua, yaitu bagian yang berisi tinjauan umum tentang perceraian
Pegawai Negeri Sipil yang dimulai dari pengertian perceraian, dasar hukum
perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan-alasan perceraian, serta definisi
pegawai negeri sipil, dasar hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil, syarat dan
prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil, dan akibat hukum perceraian Pegawai
Negeri Sipil.

Bab ketiga, yaitu bagian yang berisi gambaran umum tentang duduk
perkara dan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Bab keempat, yaitu bagian yang berisi analisis proses izin atasan Pegawai
Negeri  Sipil pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor
239/Pdt.G/2021/PA.Bn, serta analisis perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin
atasan pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn

perspektif maslakah mursalah.
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Bab kelima, merupakan bagian penutup yang mengakhiri bahasan yang
terdiri  dari  kesimpulan dan saran  mengenai  penelitian  yang

dilakukan oleh penyusun.



BAB V

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk
memperoleh izin dari atasan terlebih dahulu sebelum mengajukan
perceraian. Tujuannya adalah agar atasan dapat mengetahui dan
memediasi permasalahan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil tersebut,
serta mencegah dampak negatif yang dapat mempengaruhi Kinerja
PNS di tempat kerja. Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama
Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn, atasan Pemohon menolak
permohonan izin cerai Pemohon tanpa melakukan upaya mediasi
terlebih dahulu, yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Penolakan atasan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip
pengambilan keputusan yang adil dan transparan, serta tidak
memenuhi kewajiban atasan untuk meneruskan permohonan izin ke
pejabat yang berwenang. Akibatnya, atasan dapat dijatuhi hukuman
disiplin karena melanggar kewajiban dalam Peraturan Pemerintah

terkait.

73
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2. Analisis maslazah mursalah terhadap putusan Pengadilan Agama
Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn menunjukkan bahwa hakim
telah  mempertimbangkan kemaslahatan secara komprehensif.
Meskipun Pemohon tidak memiliki izin atasan, hakim tetap
mengabulkan perceraian karena alasan-alasan perceraian yang
diajukan telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan, didukung oleh keterangan saksi dan bukti yang memadai.
Meskipun Pemohon tidak memiliki izin dari atasan dan telah membuat
surat pernyataan bersedia menanggung resiko, hakim berpendapat
bahwa surat izin atasan hanya merupakan syarat administratif dan
tidak termasuk alasan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin
bercerai di pengadilan. Oleh karena itu, hakim dalam mengabulkan
perceraian tersebut telah mempertimbangkan prinsip  maslakah
mursalah dengan memfokuskan pada pemeliharaan jiwa, serta
perlindungan hak-hak Termohon dan anak-anak pasca perceraian. Hal
ini  menunjukkan bahwa putusan tersebut dapat mewujudkan

kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi para pihak.

B. Saran

Pentingnya pengembangan sistem yang lebih integratif dan responsif antara
instansi pemerintah dan lembaga peradilan. Hal ini dapat dicapai melalui
pembentukan kerangka kerja sama formal yang memungkinkan komunikasi dan
koordinasi yang lebih efektif antara pejabat yang memberikan izin dan majelis

hakim. Kerja sama ini harus diarahkan untuk memastikan bahwa proses
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perceraian  menghormati  hak-hak  Pegawai  Negeri  Sipil  sekaligus
mempertimbangkan kesejahteraan keluarga yang terlibat. Dengan demikian,
diperlukan pembaharuan kebijakan yang mencakup panduan yang jelas tentang
prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk mekanisme
pengecualian dalam kasus tertentu, agar proses perceraian lebih manusiawi dan

adil bagi semua pihak yang terlibat.
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